BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwa Pasal 431 RKUHP terhadap Gelandangan memuat perbuatan
formil dan materil dengan ketentuan sanksi pidananya kategori | sebesar
Rp. 1.000.000,00. Penggelandangan dalam Pasal 431 RKUHP dapat
dikatakan mencangkup keseluruhan perbuatan kriminalisasi untuk
ditegakkan dan dioperasikan secara konkret. Kriminalisasi adalah suatu
pernyataan untuk mengatakan perbuatan tersebut dinilai sebagali
perbuatan pidana yang merupakan hasil pertimbangan normatif dengan
wujud akhirnya adalah keputusan. Akan tetapi, Gelandangan berkaitan
erat dengan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjelaskan sistem jaminan
sosial diselenggarakan oleh beberapa badan penyelengaraan jaminan
sosial. Dipertegas pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
sebagai tanggungjawab negara melalui pemerintah untuk memberikan
jaminan sosial. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogjakarta merupakan
salah satu yang bertanggungjawab untuk menyelengarakan program
jaminan sosial terhadap Gelandangan. Hal ini, dapat dilihat dengan
tersedianya program jaminan sosial berupa rehabilitas dasar serta
menyediakan pelatihan dan modal bagi Gelandangan. Oleh karena itu,
terdapat kontrakdisi kriminalisasi terhadap Gelandangan dengan sistem

jaminan sosial. Pertama, masalah kriminalisasi dengan ketentuan
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menganggu ketertiban umum. Krimininalisasi yang ditujukan pada
Gelandangan  juga merupakan tanggungjawab negara  melalui
pemerintah berupa program jaminan sosial untuk mengembangkan potensi
diri, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan pendidikan
dan penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha. Karena Pelayanan
pendidikan sebagai sumber utama meningkatkan kualitas manusia dan
pemaksimalan kesempatan bagi Gelandangan. Sebagaimana dari hasil
penelitian, ditemukan 4 (Empat) orang bergelandangan di Malioboro
dengan latar pendidikan strata Sekolah Dasar. Diantaranya masih berusia
25 tahun dan masih relatif muda untuk diberikan kesempatan menjalani
kehidupan yang lebih baik. Apabila melihat dari latar belakang pendidikan,
aspek pendidikan masih belum memadai, sehingga sering dijumpai
beberapa perilaku buruk yang diantaranya mengamen secara terpaksa
untuk diberi uang dan mengarah terganggunya ketertiban umum. Kedua
masalah pemidanaan dengan pidanan denda Kategori | sebesar
Rp.1.000.000,00. Dalam hal ini, bertentangan dengan jaminan kebutuhan
dasar yang layak bagi Gelandangan. Karena tidak memungkinkan diterima
untuk bekerja dengan latarbelakang yang diimiliki, sehingga mencari
kehidupan sesuai dengan keinginan sendiri akan lebih memudahkan
mereka memenuhi kebutuhan secara cepat.

Kedudukan RKUHP sebagai sistem hukum untuk mengatur aspek
kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat pada hubungan hukum

dengan masyarakat. Artinya masyarakat memiliki kesadaran hukum
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mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang dapat dilakukan atau
perbuatan yang menyimpang dari kehidupan masyarakat. Sebagaimana
dalam tahap perumusan Naskah Akademi RKUHP, substansi daripada
Pasal 431 adalah seorang yang bergelandangan dapat dipidana karena
terganggunya ketertiban umum. Dari substansi ini, menjadi permasalah
dalam rangka perbuatan yang tidak dapat dilakukan. Akan tetapi, dalam
penataan kembali RKUHP tidak memperhatikan pembukaan Undang-
udang Dasar 1945 dan Falsafah negara yang seharusnya menjadi pokok
pikiran dalam konsep negara kesejahteraan di Indonesia. Artinya
menganggap kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan
bagi pemerintah. Oleh karena itu, Penggelandangan dalam RKHUP tidak
lagi relevan diberlakukan di masa mendatang. Karena RKUHP tidak
memperhatikan pokok pikiran dalam konsep negara kesejateraan di
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan Gelandangan yang tidak
lain adalah masalah sosial. Bahwa Gelandangan merupakan persoalan
yang langsung serta bersumber dari kondisi atau proses untuk
melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam hal ini, seharusnya perlunya
perhatian khusus dari kebijakan formulasi terhadap fungsi sosialnya.
Sebagaimana yang dikategorikan masalah sosial, yaitu: penggelandangan,
fakir miskin, anak jalanan dan lain-lain. Melainkan hal ini, tidak menjadi
perhatian dasar paling obyektif dalam penyusunan RKUHP. Sehingga
Pasal 431 RKUHP tidak membawa hasil berguna atau efek positif bagi

Gelandangan. Sebagaimana sanksi pidana ketegori |  sebesar
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Rp.1.000.000,00 yang dikenakan pada Gelandangan, hanya memberi
kesulitan serta tidak memperlakukan manusia dengan harkat dan

martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

B. Saran
1. Adanya kordinasi antara Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogjakarta dengan
pemerintah kabupaten/kota sebagai tanggungjawab bersama untuk memberi
perlindungan dan jaminan sosial bagi Gelandangan. Kordinasi ini dapat
berupa pelayanan non-pendidikan dengan menyediakan pelatihan kerja atau
keterampilan. Karena sejauh ini, pemberian jaminan sosial bagi Gelandangan
hanya berada di Pundak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogjakarta. Sehingga
penyelenggaran program jaminan sosial belum bekerja secara maksimal. Hal
ini dapat dilihat terkait dengan kendala-kendala dalam penyelengaraan
program jaminan sosial. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial
Daerah Istimewa Yogjakarta adalah anggaran dan keterbatasan kewenangan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya kordinasi antar
pemerintah, penyelanggaraan program jaminan sosial dapat bekerja secara
maksimal. Setidaknya atas kerja sama antar pemerintah dengan terpenuhinya
program jaminan sosial dapat mengurangi penggelandangan di Daerah
Istimewa Yogjakrta. Karena yang dibutuhkan penggelandangan adalah
perhatian pemerintah melalui berbagai fasilitas untuk mendorong mereka

agar mencari kehidupan yang lebih layak.
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2. Kebijakan formulasi yang termuat pada Pasal 431 RKUHP, harus
dipertimbangkan kembali agar tercapainya kemanfaatan hukum bagi
Gelandangan. Dengan adanya pertimbangan seperti yang disebutkan dalam
Naskah Akademi RKUHP, maka Lembaga legislatif bersama
pemerintah dapat mengkaji kembali khususnya pada sanksi pidana berupa
pidana denda kategori | sebesar Rp.1000.000,00. serta berfikir obyektif atas
permasalahan Gelandangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang
terkandung didalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Bahwa disatu sisi yang dapat dipahami, permasalahan Gelandangan baik
didalam KUHP maupun RKUHP tidak juga terselesaikan. Oleh karena itu,
perlunya kesiapan yang matang dalam penyusunan konsep RKUHP sebagai
sistem hukum nasional agar membawa hasil berguna untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial, mewakili kepentingan secara menyeluruh serta tidak

memberi kerugian terhadap kehidupan masyarakat dimasa akan datang.
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